
PERATTJRAN WALIKOTA BONTANG

NOMOR A TAHIIN 2OT5

TENTAIYG

PEMANFATITAN ST'RPLUS ANGGARAN BADAN LI\YANAN I'MT'M DAERAII

RTJMAII SAIII,T T'MTJM DAERAII TAMAN HUSADA

WALIKOTA BONTANG.

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah

Taman Husada Kota Bontang sebagai Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) sejak tanggal 3 Maret 2OO9 dengan status

penuh dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal fog
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Tahun 20O7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Pemanfaatan Surplus Anggaran Badan

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Taman

Husada Kota BontanA;

Mengtngat : l Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau'

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3339) Sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OOO (t embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 74,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

3962);

2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang



A

5.

8.

9.

7.

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan t embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor f53, Tambahan trmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5O72);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalt;ur kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 43'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nega-ra

Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor I40, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOG

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 46141;

lO. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK'O5/2OO8

tentang Pedoman Pedoman dan Pelaporan Keuangan

Badan Layanan Umum;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2l
Tahun 2Ol l;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Tahun 2O07

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAII UTALIKOTA TENTAI{G PEMANFAATAIT

ST'RPT,US ANG.GARAN BADAN LI\YANAN I,MI,M DAERAII
RT]IIIAII SAKIT UMTJM DAERATI TAMAII HUSADA.

BAB I
KETENTUAI\ UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kota Bontang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bontang.

4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Taman

Husada Kota Bontang yang ditetapkan sebagai Badan

Layanan Umum Daerah.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Taman Husada Kota Bontang.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BLUD RSUD Taman Husada adalah Satuan

Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Ke{a
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barangdan/atau jasa



yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada

prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pola Pengelolaan Keuargan Badan Layanan Umum
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSUD

TAMAN HUSADA adalah pola pengelolaan keuangan yang

memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian

dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah umurnnya.

8. Surplus anggaran BLUD adalah selisih lebih antara
realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu

tahun anggaran.

9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas

dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar
dalam periode anggaran bersangkutan.

lO. Belanja adalah semua pengeluaran dan rekening kas

yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh BLUD.

ll. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi

ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau
jasa untuk keperluan operasional BLUD.

12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya
disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencana€rn

bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program,

kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya

disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat

pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan

kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

BLUD.

14. Rencana Strategis Bisnis BLUD adalah dokumen lima

tahunan yang memuat visi, misi, program strategis'

pengukuran pencapaian kinerja dan ah kebijakan



operasional BLUD.

BAB II
MAKST'D DAN TUJUAN

Pasal 2

(l) Pemanfaatan Surplus Anggaran
Daerah dimaksudkan untuk
pelayanan kesehatan di RSUD.

Badan Layanan Umum
meninqkatkan mutu

(l)

(2)

(3)

(4)

(2) Tujuan Pemanfaaan Surplus Anggaran Badan Layanan

Umum Daerah untuk mendukung kegiatan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat.

BAB III
PEMANFAATAN

Pasal 3

Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara

realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu

anggaran.

Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun
anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Kepala

Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas

daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas
BLUD.

Pemanfataan Surplus diestimasi dalam RBA Tahun

Anggaran berikutnya.

Pemanfaatan Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dapat digunakan untuk biaya operasional dan untuk
menutupi defisit jangka pendek/investasi.

BAB IV
XETENTUAN PENUTTJP

Pasal 4

Hat-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini'
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih

lanjut dangan Peraturan Direktur RSUD'



Pasd 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggd
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota tni dengan
penempatannya dalam bertta daerah

Ditetapkan di Bontang
padatanggal 2 Maret 2015

WAIJKO'TABOIYTANG,

e/
ADI DARUA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKREIARIS DAERAH KOTA BOI{TANG

BERIIA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2OT5 NOMOR 8

6


